BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Ada 4 aspek yang dikaji berkaitan dengan “pelayanan Publik Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang,” vyaitu (1).
Kesederhanaan Pelayanan, (2). Keterbukaan dalam Pelayanan, (3).Keadilan
yang merta dalam Pelayanan, (4).Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek Kesederhanaan Pelayanan, pihak PDAM
melakukan pelayanan sudah maksimal karena dilihat dari keluhan-
keluhan pelanggan yang merasa sudah puas dengan Kualitas
pelayanan yang di berikan oleh PDAM Kota Kupang.

2. Mengenai Keterbukaan dalam Pelayanan, pihak PDAM selalu
memberikan informasi secara terbuka tentang “lamanya suatu
proses penyelesaian pelayanan, kepastian petugas pemberi
pelayanan dan informasi, nhamun tentang rincian biaya pelayanan
masih belum memuaskan bagi pelanggan karena pelayanannya
belum maksimal dilakukan oleh pihak PDAM.

3. Keadilan yang merata dalam Pelayanan, pihak PDAM belum
berhasil mewujudkan keterjangkauan pelayanan secara meluas dan
merata, karena masi banyak keluhan dari pelanggan, sedangkan

untuk pendistribusian Air yang tidak membeda-bedakan status dan
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B. Saran

sistem antri dalam pelayanan berhasil diwujudkan secara
memuaskan.

Dari ke 4 aspek pihak PDAM telah menunjukkan pelayanan yang
cukup memuaskan, kecuali keadilan yang merata dan kecepatan
dan ketepatan waktu dalam melayani keluhan berupa pelayanan air
yang tidak merata, pipa yang bocor, air yang tersumbat dan
melayani calon pelanggan baru belum sepenuhnya dijalankan

secara cepat dan tepat waktu.

Berdasarkan temuan peneliti di atas maka disarankan kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang, agar :

1.

Tetap mempertahankan kesederhanaan dan keterbukaan dalam
pelayanan terhadap masyarakat pelanggan air minum, dan bila
perlu lebih ditingkatkan Kualitas Pelayanannya.

Diusahakan agar tahun-tahun yang akan datang, pihak PDAM
membuka jaringan pelayanan yang lebih luas dan merata keseluruh
wilayah, khususnya di Kelurahan Oesapa, karena masih banyak
masyarakat yang belum terlayani Air bersih.

Terhadap pelanggan PDAM yang memberikan keluhan pelayanan
yang belum merata, dan calon pelanggan PDAM yang baru, pihak
PDAM harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu

dalam pelayanan, agar pelanggan dan calon pelanggan PDAM
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tidak terlalu lama menunggu. Hal ini dapat dilakukan dengan
menambah petugas teknis di lapangan.

Kepada pemerintah Kota Kupang agar menyelesaikan
permasalahan pemblokiran sumber air yang dilakukan oleh
masyarakat Kolhua, agar perencanan pembangunan Bendungan
Kolhua dapat dibuat, ini semua untuk kepentingan masyarakat

Kota Kupang.
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